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Menimbang : a' bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendiclikan
Raudhatul Athlal yang hermutu, perlu memberikan
kesempata-n maslrarakat melalr.:i orgauisa-si berl:adan hukr_rrc
untuk menvelenggarakan Raudhahrl Athfal sesuai dengan
standar nasional nendidikan;

t|. bahwa masa berlaku izin operasionar/pendirian Rauclhatul
Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
teiah habis; 

.

r. bah*-a Raiidhaiul Alhfai sebagaiinana iercaniuili dalan:
l,ampiran Keputusan ini telah memenuhi pers-varatan
perpanjangan :u,ir. pendirian/operasional Raud.hatut Athfal
trerdasarkan Rekornendasi dari Kefrala Kantor Kementerian
Agama KABUPATEN MALANG Nomor

Mengingat

Kd.15.35 lA2/PP.AA.4/B9S/2016 ranggai 29 JANUARI
2016;

d- bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud
dalam huruf a humf b dan huruf c, periu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor wilavah Kementerian agama
Provinsi Jawa T'imur terrtang perpanjangan rzin
Pendirian/Operasional RAUDHATUL ATHFAL MAI,,IBAUL
ULUM KABUPATEN MALANG provinsi Jar.r,a Timur.

: 1. undang-undang Nomor 20 Tahun 2oa3 tentang sistem
Pendidiken Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Iembaran Negara Republik
lndonesia Nomor a30l);

2. Peral.uran Pemerintah Nomor 1g rahun 200s tentang stanclar
Nasional Fendidikan {Lembaran Negara Republik Intlonesia
'fahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44go) sebagaimana telah diubah dlngan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20ls tentang
Pcrubahan l(cclua A*.as Pci-aiuran pcrnerii:iah l{cinor. 14
Tahun 2005 tentang standar Nasional pendidikan ilembaran
Nega-ra Repu-biik Indonesia- Tahun 2ols Nornor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inrlonesia Nomor S6Z0i;
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Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2O0g tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
'fahun 2008 Nomor 91, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a86a);

Peraturan Pemerintah Nomor 7Z Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Pen3,,elenggarsart pendiclikan {lemlra:alr
hlegara Republik Inttonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SlSO)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas peraturan
Pemenntah Ncmor 17 Tahun Zala tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Penciirlikan (Lemtraran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor ll2, Tamtrahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2oa7
tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanannivah, dan Sekolah Menengah
Atas / Madrasah Ali-vah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional lvomol 15 Tahun 201o
tentang Sta-ndar Pela_l'ana-n Mmrma_l penci-idika-a di
Kabupatenl Kat.a sebagaimana telatr diubah dengan peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Nornor 23 Tahun 2013
tentang Pembahan Atas peraturan Menteri penciidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang stanrlar pelavanan
Minimal Pendidikan di Katrupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor g0 Tahun 2013 tentang
Pen5relenggaraan lrendidikan Madrasah, sebagaimana telah
<Liubah <l,enga:l Pe::aturen l,iler:teri Aga;*a }J+mcr C6 Te.hilr:
2016 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Agama
Nomor 90 Tahun 2013 t.entang pen-v'elenggaraan pendidikan
Maclrasah;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 13gs
Tahun 2014 tentang Petunjuk reknis pendirian Madrasah
Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5gg5
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis perpanjangan lzin
Pendinan Madrasah, Penerhitan *Qurat Keputusaa pengganti
Izin Pendirian Madrasah Karena Flilang, dan penerbitan surat
Keterangan Kerusakan Dokumen lzin pendirian Madrasah:



Menetapkan

KBSATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

KtrPUTUSAN KEPAI,A KANTOR WILAYAH KEMEN'TtrRIAN AGAMA
TENTANG PEMBtrRIAN IZIN PENDIRIAN / OPtrRASIONAL
RAUIiHATUI, ATHITAL IviASiBAUL ULUI'I KABUPATEI{ l,l,tl-Alic
PROVINSI JAWA TIMUR.

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul
Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam
La:npiran :iang m*:'upakan bagian tidak terpisahkan <1ari
Keputusan ini.

Pemberian izin operasionai sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat. dicabut apatriia Raudhatul Athfal .vang
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perrindang-undangan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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I-AMPIRAIV
KE}'UTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KtrMtrNTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
HOI-{OR I131 TAfiUN 2018
TENTANG
PFIMRBRTA N iZrN pENDIRTANI OpFlRASrOrvAr.
RAUDHATUL ATHPAI, MAMBAUL ULUM
KABUPATtrN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

IDtrNTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBtrRIKAN PtrRPAN.JANGAN IZIN PtrNDIRIAN

lMILAYAH
AGAMA

\MA TIMUR,

1 Nama Raudhatul Athfal MAMBAUL ULUM

2 Nomor Statistik Madrasah 10123507A164

a.) Alamat Raudhatul Athfal JL.DIPONEGORO 25 SUMBtrRGtrMPOL

DESA PAGBLARAN

KBCAMATAN PAGtrLARAN

I&\BL]PATEI{ MALANG

PROVINSI JAWA TIMUR

4 llama O:'ganisas;i Pen3,elenggara YAYASAN PENDIDII4AN ISLA}"4 MAIT,IBAUL
ULUM SUMBER GEMPOL PAGELARAN

5 Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

NO. 17, TEMMY MURDIATMO,SH.MKN

6 Pengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyelenggara

AHU-OO0759O.AH.O1.04 TAHUN 2016 /
10 FtrBRUARi 2016
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